
 

 

 

 

 

                                         PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR 21 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  

NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA  

PINJAMAN BERGULIR BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  

KABUPATEN BANYUMAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BANYUMAS, 
 

Menimbang : a. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan 

berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang 

kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan 

perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya 

sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan 

potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan 

peningkatan pendaptan rakyat, penciptaan lapangan kerja 

dan pengentasan kemiskinan; 

b. bahwa dalam rangka penyaluran Dana Pinjaman Bergulir 

bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir 

bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten 

Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 

Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman 

Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

Kabupaten Banyumas; 

 

 

 

 SALINAN 



c. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas, serta kelancaran 

pelaksanaan penyaluran Dana Pinjaman Bergulir, maka 

Peraturan Bupati sebagaimana tersebut pada huruf a 

perlu ditinjau kembali; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir 

bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten 

Banyumas; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013  Nomor 40); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);  



6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 

2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2009 Nomor 9 Seri C); 

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir 

bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten 

Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2009 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran 

Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan 

Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 67); 

 

  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYALURAN 

DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI PELAKU USAHA MIKRO 

DAN USAHA KECIL KABUPATEN BANYUMAS. 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro 

dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Banyumas Nomor 67  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati 

Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman 

Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 67) diubah sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah membuka rekening pada PT Bank Perkreditan Rakyat BKK 

Purwokerto (Perseroda), atas nama Badan Keuangan dan Aset Daerah. 

(2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Rekening Pokok Dana Bergulir; dan 

b. Rekening Bunga Dana Bergulir. 

(3) Bunga atas rekening bank pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah. 



(4) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetorkan kepada 

Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama dengan hari perhitungan 

bunga rekening oleh bank pengelola dana bergulir. 

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 16 

(1) Atas perintah Badan Keuangan dan Aset Daerah, PT Bank Perkreditan Rakyat 

BKK Purwokerto (Perseroda) mencairkan Dana Pinjaman Bergulir kepada 

calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1a). 

(2) Dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari 

perguliran kembali Pokok Dana Bergulir yang ada pada rekening pokok. 

Pasal  II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

 

Ditetapkan di Purwokerto  

pada tanggal 20 Mei 2022 
 

BUPATI BANYUMAS, 

            ttd 

 ACHMAD HUSEIN 

Diundangkan di Purwokerto  

pada tanggal 20 Mei 2022   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  

                           ttd  

      WAHYU BUDI SAPTONO 

       Pembina Utama Madya 

            NIP. 19640116 199003 1 009  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 21 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN BANYUMAS, 
 
 

 
 

ARIF ROHMAN, S.H. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19750531 200903 1 002 

 


